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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH,

bahwa pembangunan hukum daerah merupakan bagian integral

" dari- pembangunan -hukum nasional yang bertujuan untuk -

menjamin perhndungan hak dan kewajiban segenap. rakyat
Indonesia; -

bahwa untuk menjamin terselenggaranya Peraturan Dacrah
diperlukan perencanaan secara sistematis dan terpadu dalam
suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan program pembentukan
Peraturan Daerah diperlukan tata kelola perencanaan peraturan
daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a. huruf b dan huruf ¢, maka perlu memhennrk Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 51, Tambahan Eembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3830);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Malukn Utara,Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3895);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

.Daerah(Lembaran v_-Negara Repubhk Indonesia. Tahin 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587)sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota{l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pehyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. ..

ox:-. (Lembaran, Negara-Republik Indonesia Tahun-2010 Nomor 22,

e 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 5104);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Teniang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 199);

10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012
tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1254);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);




s Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
dan
BUPATI HALMAHERA TENGAI-I

Lo Ut

Han s ey
¥ AT

' s NIEMUTUSKAN a
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3.  Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,. selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten

_ Halmighera Tengah sebagal Iembaga perwakllan rakyat daerah scbagal unsur penyelenggara

"""'-pemenntahan daerah.. ... ...

Satian Kerja Perangkat Daerah selanjutnya dlsebut SKPD adalah SKPD dlhngkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

6. Badan Pembentuk Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Baperda adalah alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

7.  Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan peraturan daerahyang pada dasarnya
dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,perumusan, pembahasan,
pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

8.  Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Bupati.

melrat Thnnenlh Dasasalrnwna  ralanindees Alcsled OV DTY saamasalrawnn -nln'lnl.

Tty e Travn

Satuan Kerjs Perangkat Dacrah Pemrakorss, sclanjutnyz discbut SKPD pemrakarss sdalat

SKPD yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah.

10. Materi muatan peraturan daerah adalah materi yang dimuat dalam peraturan daerah sesuai
dengan jenis,fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

11. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan,sasaran yang ingin diwujudkan dan
Tingkup, jangkauan, obyek atau arahpengaturan peraturan daerah.

12. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah
Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

13. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah agar tidak bertentangan
dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundangundangan yang Iebih tinggi.

14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah ate 1 Tambahan
Lembaran Daerah.

15. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk
mengundangkan Peraturan Daerah.

16. Berita daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk

mengumumkan peraturan Bupati.

o



- BAB I
ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 2 -

Atukanr dan maten muatan -Pcraturan Dacrah berpcdoman pada ketcntuan peraturan i
perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 .

(1) Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan,penyusunan, pembahasan,
penetapan, dan penguidanganyang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan,
(2) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara efektif
dan efisien.
Bagian Kedua
Asas Pemhentukan dan Materi Muatan

oo T R Pasa]4 - - _ -

na 4 N -2 - .'-.._ - T A N 4 P

(E ;__-_:;Peraturan. Daerah dlbentuk berdasarkan pada asas pembentukanperaturan perundang-
" ‘undangan yang baik.

(2) Asas Pembentukan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:

kejelasan tujuan;

kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

kesesuaian antara jeni dan materi muatan;

dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan;

kejelasan rumusan; dan

keterbukaan.

I Y

Pasal 5

(1) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas:

pengayoman;

kemanusiaan;

kebangsaan;

kekeluargaan;

kenusantaraan;

bhineka tunggal ika;

keadilan;

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j- keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat berisi asas lain
sesuai dengan materi hukum Peraturan Perundang-undangan yang disusun.

S EEG 0 oo TR



(v N ) o BAB III
: - 'MATERI MUATAN

S : ' Pasal 6
{ 1) “Materi’muatan Peraturan Daerah berlsl materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
dantugas. pembantuan.: ... :
~Peraturan’ Daerahsebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) merupakanpen_]abaran Ie'b'ih lanjut dari

peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah.
(3) Peraturan Daerah scbagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) dibentuk olehDPRD dengan

persetujuan bersama Bupati.

Pasal 7

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biayapaksaan
penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atausebagian kepada pelanggar sesuai
dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan
p
paling lama 6 (enam) bulan atau pldana denda paling banyak Rp 50 000. 000 00 (hma puluh

" jutatupiah). - - =

“.sélaisebagaimana dimaksad pada.ayat’ (3) sesuai dengan yang diatur dalamperaturan
perundang-undangan lainnya. '

(5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman

sanksi yang bersifatmengembalikan pada keadaan semula dan sanksiadministratif.

BAB IV
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan
Daerah.

(2) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun oleh
DPRD dan Bupati untukjangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritaspembentukan
rancangan Peraturan Daerah.

(3) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan
dengan keputusan DPRD.

(4) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Da-.rah dilakukan setiap tahun
sebelum penetapan rancanganPeraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 9

(1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Iingkungan DPRD dikoordinasikan
oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan :Daerah dapat memuat -ancaman pldana kurungan atau pidana denda _
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Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh Sekretarls Daerahmelalui Bagian Hukum Kabupaten Halmahera
Tengah.

Program Pembentukan Peraturan Daerah di lmgkungan Pemerintah Daerah dltetapkan dengan

.. Keputusan Bupati.. - .

Program;, Pembcntukan Peraturan Daerah dl Ilngkungan DPRD dltetapkan sesuai dengan
_ekamsmascbagalmana dlatundalam Tata Tertib. DPRD. ... '

Pasal 10

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Daerah dan DPRD
dikoordinasikan-oleh DPRD melalui Badan Pembentuk Peraturan Daerah.

Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Program
Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pembahasan hasil penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan
Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga

T - _ Daftar Kumulatif Terbuka . = _

... Pasalll

P

Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat dimuat daftarkumulatif terbuka yang
terdiri atas:

a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan

b. APBD.

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Program
Pembentukan Peraturan Daerah dapat memuat daftar kumulatif terbukamengenai:

a. penataan Kecamatan; dan

b. penataan Desa.

Lraddl L4

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di

luar Program Pembentukan Peraturan Daerah karena alasan :

a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu
rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD
yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani
bidang hukum pada Pemerintah Daerah;

d. akibat pembatalan oleh gubernur; dan

e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program
Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

Rancangan Peraturan Daerah di lnar Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan

berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.



‘ ) BABY
PENYUSImAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu

Usulan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 13

!

(DizF D aerah idapat.| berasal darl DPRD atau Bupan

(2) Apablla dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan Peraturan Dacrah yang
disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh
Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. :

Bagian Kedua
Naskah Akademik
Pasal 14

(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal [3ayat (1) disertai dengan
penjelasan atau keterangan danfatau Naskah Akademik.
(2) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: .
latar belakang dan tujuan penyusunan; - - ’ '

S bi - sasaran yang akan diwujudkan; :
T T . pokok pikiran, ruang lingkup, atau obJek yang akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

a. APBD;

b. pencabutan Perda; atau

¢. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,disertai dengan

penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 15

(1} Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 dilakukan oleh SKPD
Pemrakarsa dengan mengikutsertakan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Tengah.

(2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya
dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai
keahlian untuk itu.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 16

(1) SKPD Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Daerah.

{2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah perlu dibentuk Tim antar-SKPD.

(3) Tim secbagaimana dimaksud pada ayat (2) diketvai oleh Kepala SKPD Pemrakarsa atau
pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Tengah
yang berkedudukan sebagai Sekretaris.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.



Pasal 17

() Rancangan Peraturan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat ( l)dlkoordmaSIkan
oleh Bagian Hukum:Kabupaten Halmahera Tengah untuk pengharmonisasi, pembulatan, dan
pemantapan konsep. dan teknik perancangan perundang-undangan.

Ketentuan Iebih lanjut mengena: tata cara mempersnapkan rancangan,, Peraturan Daf:rah di:
ingkimpan Pemeérintali Daétaly diatur. dengani Peraturan: Bupati. : Gho

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Di Lingkungan DPRD
Pasal 18

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRDdapat diajukan oleh anggota DPRD,
komisi, atau gabungan komisi.

(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah
akademik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancanganPeraturan Daerah yang

- berasal dari DPRD diatur dalam Peraturan Tata TertibDPRD. )

Terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, maka Bupati menugaskan Kepala
SKPD yangmembidangi substansi rancangan Peraturan Daerah dimaksuduntuk mengoordinasikan
pembahasannya dengan SKPD terkait.

Pasal 20

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud dalam
Pasal18 ayat (2) kepada Badan pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Bupati disampaikandengan surat
kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

(2) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan
DPRD kepada Bupatiuntuk dilakukan pembahasa-..

Bagian Keenam
Tim Asistensi
Pasal 22

(1) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah, dibentuk Tim Asistensi yangdiketuai
oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.




(2) Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beradapada Bagian Hukum
Kabupaten Halmahera Tengah.

e BAB VI
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

 RANCANGAN PERATURANDAERAH: © -~ ' L5 i
L neral Ll Bagian Kesati G -

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 23

(1) Bupati menyampaikan keterangan mengenai rancangan Peraturan Daerahkepada DPRD
~ dalam rapat paripuma.
(2) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Tengah menyiapkan
keterangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan SKPD Pemrakarsa.
(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggambarkan keseluruhan substansi
rancangan peraturan daerah yang paling sedikitmemuat:
a. urgensi dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
¢. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
d. jangkauan serta arah pengaturan; e :

- S - : - {.:‘Pas3124

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilakukan oleh
DPRDbersama Bupati.

(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui tingkat-tingkat
pembicaraan.

(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dalam rapat
komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khususmenangani bidang pembentukan
Peraturan Daerah dan rapat paripurna.

4 XKekcawian Icbili lanjut nicngonai tata cara poinbahasan faicangain 1oiatiian Daviwn

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan TataTertibDPRD.
Pasal 25

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahasbersama oleh DPRD dan
Bupati.

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarikkembali berdasarkan
persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancanganPeraturan Daerah
diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 26

(1) Bupati menyampaikan pendapat akhir dalam pembahasan rancanganPeraturan Daerah di
DPRD dalam rapat paripurna.

(2) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Tengah menyiapkan
pendapat akhirsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan SKPDPemrakarsa.
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Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan organisasiperangkat daerah sebelum

_"“?'R!iﬁaziﬁgafi";Pcratﬁ;én' Paerah yang' “berkaitan dé‘ngan' APBD,ﬁerubhHan APBD,

. " ‘Bagian Kedua | cpoe .
' Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Perubahan APBD,Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan TataRuang

Pasal 27
_ e

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah,retribusi daerah dan tata ruang
sebelum ditetapkan, paling lama 3(tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
Penyempurnaan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dilakukan Bupati bersama dengan PanitiaAnggaran/Panitia Khusus DPRD paling Iambat 7
(tujuh) hari sejakditerimanya hasil evaluasi.

Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan olehpimpinan DPRD
yang ditrangkan kedalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikandasar penetapan
Peraturan Daerah tentang APBD, perubahanAPBD,pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
pajak daerah, retribusidacrah dan tata ruang.

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifatfinal dan dilaporkan
pada sidang berikutnya.

" Pasal28 N -

G i Tpeem a S . ) =

ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur untuk difasilitasi sesuai ketentuan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 26.
Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 29
{1} Rancanpan Peraturan Daerah  vang telah  disetuini  hersama  oleh  DPRD  AdanRunati

(D

@

disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkanmenjadi Peraturan Daerah.
Rancangan Peraturan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 dan Pasal 27 yang telah
disetujui bersama dan telah dievaluasi/difasilitasidisampaikan oleh pimpinan DPRD kepada
Bupati untuk ditetapkan menjadiPeraturan Daerah.

Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat [ (satu) dan ayat
(2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama.

Pasal 30

Rancangan Peraturan Daerah sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 28ditetapkan oleh Bupati
dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak rancangan Peraturan Daerahtersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak
ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak rancangan
Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, makarancangan Peraturan Daerah tersebut sah
menjadi Peraturan Daerah dan wajibdiundangkan.




-

(3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (2), maka
kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah inidinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus dibubuhkan
pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelumPengundangan naskah Peraturan Daerah ke
dalam Lembaran Daerah.

$1om

el teren roan PershurrBARVIL cope Thman da heEaton jernvoa
'I‘EKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERATURAN DAERAH
Pasal 31

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknikpenyusunan
peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.

(3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Daecrahsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.

BAB VIII
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN )
-Bagian Kesatu = S -
: R Pengundangan S
wal Do Lk Toaleds puiaras e e e e

(1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah harus diundangkandengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah,

(2) Dalam hal Peraturan Daerah memuat penjelasan, maka dicatat dalamTambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
Pasal 33

Pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah merupakanpemberitahuan
secara formal suatu Peraturan Daerah sehingga mempunyai dayaikat terhadap masyarakat.

Pasal 34

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah,

Pasal 35

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pacd tanggaldiundangkan,
kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yangbersangkutan.



Bagian Kedua
Penombran dan Pendokumentasian Peraturan Daerah ‘ ‘ :
- Pasal 36 i

Penomoran Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Kabupafen Halmahera
.. Tengah. . o . . . N T
- Peniomoran-Peraturan Daerah sebagaimana-dimaksud pada ayat (1)menggunakan‘iomor-bulat:

Bagian Ketiga
Klarifikasi
Pasal 37

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan kepadaGubernur dengan
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri,paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk
mendapatkanklarifikasi.

(2) Tata cara penyampaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
" Penyebarluasan Peraturan Daerah

o . Pasal3s T

(1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telahdiundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

(2) Peraturan Daerah sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukanotentifikast.

(3) Otentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KepalaBagian Hukum
Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 39

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangkapenyiapan atau
pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

BAB X
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
Pasal 40

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati
menetapkan Peraturan Bupati dan/atan Keputusan Bupati.

(2) Peraturan Bupati dan/atauv Kepv usan Bupati sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilarang
bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-
undangan yang Iebih tinggi.



_ BAB X1
SR o - KETENTUAN LAIN-LAIN - --
Pasal 41

Rancangan ‘Peraturan Daerah yang tidak dapat ditetapkan menjadiPeraturan Daerah dapat diajukan
71y kembali dandituangkan kembali dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun berikutnya.

H '.:'-‘: _:=..:;:'—.':—:::::-:". - '-_"'.'.I:'."'.: Pasal’ 42" ’:3." BRI . E"“;"“‘é‘r':'ﬂ::‘éi:l‘: =
Teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Bupati, Peraturan Bersama KepalaDaerah,Keputusan
Pimpinan DPRD, Keputusan Bupati, Peraturan SKPD dan Keputusankepala SKPD harus
berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yangdiatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43
Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dibebankankepada APBD
Kabupaten Halmahera Tengah.

‘BAB XI1I
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah -ini, rancangan Peraturan Dacrah yang telah diajukan oleh

‘Bupati kepada DPRD dan/atau rancangan Peraturan Daerih yang telah diajukan oleh DPRD.kepada

Bupati dijadikan prioritas untuk penyusuran Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk
- pertama kali. - L

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 13 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

r

? o~
ML.AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAER..H
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BASRI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 01



PENJELASAN
ATAS .. .

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

. PENJELASAN UMUM

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah
dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum
bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi
masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan peratura perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki
peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian -dari sistem peraturan
- perundang-undangan tidak ‘boleh bertentangan dengan kepcntmgan umpm sebagalmana diatur

.%«dalam kaidalr penyusunan Perda. - - -5 " smnentRan. Peran

'Penyusunan Peraturan Daerah termuat dalam Program’ Pembentukan Peraturan Daérah yang
tersusun berlandaskan pada ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

PASAIL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwasectiap pembentukan
produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus mempunyai
tnjuan jelas y-.nghendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabatpembentuk yang tepat”
adalah bahwa setiap jenis produkhukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  harusdibuat  oleh  lembaga  /pejabat pembentuk  peraturan
perundangundanganyang  berwenang, peraturan perundangan tersebutdapat
dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat olehlembaga/ pejabat yang tidak
berwenang.




Hurufc
 Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhidan materi muatan”,
adalah bahwa dalam pembentukan produkhukum dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah harusbenar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
sesuaidengan-jenis dan hierarkhi perundang-undangannya
Huruf d

produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus memperhitungkan
efektifitasperaturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat,baik secara
filosofis, yuridis maupun sosiologis.
Hurufe
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dankehasilgunaan”, adalah bahwa
setiap prbduk hukum dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena
memangbenar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengaturkehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Huruf £
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwasetiap produk
_hukum dalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah harus memenuhi persyaratan
U tekms penyusunan peraturan perundang-undangan SIStematlka dan, plhhan kataatau
CoCamin il =41;z:-term1nolog1, :serta bahasa hukumnya jelas-dan mudahdlmengertl,
‘menimbulkan berbagai macaminterpretasi dalam pelaksanaanriya: - - -
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses
pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai
dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan
terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
Iuasnya untuk memberikan masukan daiam proses pembuatan Produk Hukum
Daerah.

RS

Pacal §

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setidpmateri muatan
produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus berfungsi
memberikanperlindungan dalam rangka menciptakan ketentramanmasyarakat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwasetiap materi muatan
produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus mencerminkan
perlindungan danpenghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat danmartabat
setiap w irga negara dan penduduk daerah secaraproporsional.

Hurufc
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiapmateri muatan

produk hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus mencerminkan
sifat dan watakbangsa Indonésia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetapmenjaga
prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

“Yang dimaksud dengan ‘asas dapat dllaksanakan” yaltu bahwasetlap pembentukan“



i :  Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwasetiap materi muatan
] produk hukum.dalam penyelenggaraanPemerintahan:Daerah harus: mencerminkan
musyawarah untukmencapai mufakat dalam setiap pengambllan keputusan
Hurufe ' e B
- Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwasetlap materi muatan

perundang-undangan yang dibuat di daerahmerupakan bagian dari sistem hukum
nasional yangberdasarkan Pancasila. )
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalahbahwa setiap materi
muatan produk hukum dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisikhusus
daerah, dan budaya khususnya yang menyangkutmasalah-masalah sensitif dalam
kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiapmateri muatan produk
) hukum dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah harus mencermmkan keadilan
R secaraproporsnonal bag1 setlap wal;ga negdra, tanpa kecualr SRR I
: " Hurafh . SE el Lm sy jesenan mudabdimen s
- Yang dlmaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalamhiikars. da ntahan”
adalah bahwa setiap materi muatanproduk hukum dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerahtidak boleh berisi hal-hal yang bersifat
membedakanberdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,golongan,
gender, atau status sosial.
Huruf'i
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum™adalah bahwa setiap
materi muatan produk hukum dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus
danatmenimhullan ketertihan dalam magvaralat melalni jaminanadanva kenactian
hukum.
Huruf'j
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dankeselarasan” adalah
bahwa setiap materi muatan produk hukumdalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah harusmencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasanantara
kepentingan individu dan masyarakat dengankepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup je.as
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10

produk hukum dalam penyelenggaraanPemenntahgn ‘Daerah hariis . senantlas?:‘
':'mcmperhatlkankepentmgan sehiruh wilayah “daérah“dan materi muatahperaturan




Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
:.«Pasal 12
Cukup jelas

G Pasalld ot
=% Cakip jelas -

Pasal 14 ’
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pgsal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19

L Cukup jelas.
T Pasal 20
‘Cukup jelas -

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukan jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cul ap jelas
Pasal 30
Cukup jclas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33




_~ - Cukup jelas
-:..::: Pasal 34
: Clii{upjelas
-+ Pasal 35
‘. Cukup jelas
B P CuiéupjelﬁﬁT' S oA TEEL . GERL T
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39-
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
. ~ ».Cukupjelas - o _ o
. .+ ruiPasal 43 e e e
.- Cukup jelas ‘ A TR - Thi
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



LAMPIRAN T
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR ...TAHUN 2016
TENTANG’PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

s_Is'?rEMA;TiKA TEKNIK PENYUSUNAN PERATUR AN DAER AH

“BAB TKERANGKA PERATURAN DAERAN

A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2, Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
3. Konsiderans
4. DasarHukum
5. Diktum
C. BATANGTUBUH
Ketentuan Umum
Materi Pokok yang Diatur _
) : - =“Ketentuan Pidana (jika dxpertukan)
e Ketentuan Peralihan jika dlperlukan )
T ““Ketentuan Penutup
D. PENUTUP
E. PENJELASAN (jika dipedukan)
F. LAMPIRAN (jika diperiukan)

BAB I HAL-HAL KHUSUS
A. PENCABUTAN
B. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

BAB Il RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH
A. BAHASA PERATURAN DAERAH
B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
C. TEKNIK PENGACUAN

BAB VIV BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA UMUMNYA

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH

BABI
KERANGKA PERATURAN DAERAH

1. Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas:
A. Judul;

H 1
T



Pembukaan;

Batang Tubuh;-~ = - S O T DA SR S
Penutup;

Penjelasan (jika diperiukan);
- Lampifan (jika diperiukan)..-. - .1/ 5 2nan

MEYO0E

“A: JUDUL
2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan
atau penetapan, dan nama Peraturan Dacrah. _
. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
4. Judul - ditulis seluruhnya dengan huruf kapltal yang diletakkan di tengah marjin tanpa
diakhiri tanda baca.

(PN

Contoh:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR..TAHUN 2012
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

- 5 Pada judul peraturan daerah perubahan dltambahkan frase perubahan atas depan nama
T Peraturan Daerah yang dlubah - . :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

6. Jika Peraturan daerah telah diubah lebih dari 1 (satu} kali, di antara kata perubahan dan
kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah
dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh...........:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERVVAKILAN RAKYAT DAERAH

7. Pada judul peraturan daerah pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama
peraturan daerah yang dicabut.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
S - NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGEDAR MINUMAN KERAS

e PRSP

8.  Pembukaan peraturan daerah terdiri atas:

Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
Konsiderans; -

Dasar Hukum;dan

Diktum.

B.1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

DR N

9. Pada pembukaan tiap peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentuk peraturan
daerah dicantumkan frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang
dltulls seluruhnya dengan huruf kapltal yang dlletakkan di tcngah mar_]m

:._;,;u._“ wiiedd] PR

B 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

10. Tabatan pembentuk ‘Peraturan- . Perundang-undangan dltulls seluruhnya dengan huruf
kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

B.3. Konsiderans

11. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

12. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok — pokok pikiran yang menjadi latar
belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah.

13. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans peraturan daecrah memuat unsur filosofis, yuridis,
dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

14, TOROR-POROR pikiian yaug uauya iGilyalahan Daiiwa peraiuran daciah Gianggap periu
untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan
alasan dibuatnya peraturan daerah.

15. Jika konsiderans memuat lebih dan satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran
dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

16. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat
yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :
Menimbang :  a. bahwa...;
b. bahwa...;
a hahwa...;

17. Jika konsiderans memuat lebih dan satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan
terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh :
Menimbang  : a. bahwa...;
b. bahwa...;



Nl c. bahwa berdasarkan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
; huruf a dan huruf -b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Konsiderans, Peraturan Daerah dapat memuat satu pertimbangan yang bells' uraian ringkas
mengenai. perlunya -melaksanakan ketentuan. pasal atan beberapa pasal dan ketentuan peraturan
perundang—undangan yang memerintahkan pembuatan peratauran daerah yang lsmya menunjuk

. . pasal-pasal):dari ki

Contoh:

rmtahkan pembuatannya

tuan peraturan perundan

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah juncto Pasal 12 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah.

B.4. Dasar Hukum
18. Dasar hukum diawali dengan kata-Mengingat.

19.

20.

21.

22,

Contoh :

23.

Contoh :

~.+-Dasar: hukum . memuat dasar - [kewenangan pembuatan peraturan daerah» yang
: mcmemntahkan pembuatan peraturan daerah tersebut. .

7Peraturan ‘perundang-undangan yang dlgunakan se!ll);gal dasar hukum hanya

peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau Iebih tinggi.

Peraturan daerah yang akan dicabut dengan peraturan daerah yang akan dibentuk
atau peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak
dicantumkan sebagai dasar hukum.

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum Iebih dan
satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan Perundang-
undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat
pengundangan atau penetapannya.

Apabila dasar hukum yang ..diambil dari pasal (-pasal) dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau
beberapa pasal yang berkaitan Frase Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u
ditulis dengan huruf kapital.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama judul
peraturan perundang-undangan,

Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi
dengan pencanfuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Mengingat: 1. .............



¢. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
"~ Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
....Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
e e . Nomor 3851);
. 24 Dasar hukum yang. berasal dari peraturan perundang—undangan Jjaman Hindia. Belanda
: atiiyang:idi olehPe ohial-Bélarida- sampai.dengan: tanggal 27
Desember 1949 “ditulis Iebih dulu tex;]emahani}ya dalam Bahasa Indonesia dan
kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor
Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :
Mengingat, 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
R
25. tiap dasar hukum diawali dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan
tanda baca titik,
Contoh:

Mengingat 1.......

a:’kata Memutuskan;
b. kata Menetapkan;
¢. nama peraturan daerah

27. Kata Memutuskan d.. seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata
dan dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.

28. Pada Peraturan Daerah, sebetum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan
Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH, yang ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH
MEMUTUSKAN:

29. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah
dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

30. Nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah Kata
Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis Peraturan Perundang-undangan
tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik.



Lo+ MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN

HALMAHERA -TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

n"‘\{ FIEH Ty

Kaan: peraturan daerah '

C. BATANG TUBUH ]

32. . Batang tubuh peraturan daerah memuat semua substansi peraturan daerah yang
dirumuskan dalam pasal-pasal.

33. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam;
a. Ketentuan Umum;
b. Materi Pokok yang diatur,
c. Ketentuan Pidana (Jka diperlukan);
d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
e. Ketentuan Penutup.

. .D. PENUTUP-

toran daerah dan memuat

Ca _'_:rumusanr permtah Vpengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah;
Pengundangan peraturan daerah; dan
d. Akhir bagian penutup.

LI

35. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang berbunyi sebagai berikui:

Couivlr .
Agar setiap orang mengetahuinya, meinerintahkan pengundangan,..

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah.

36. Pengundangan peraturan dacrah memuat:
a. tempat dan tanggal Pengundangan;
b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
c. tanda tangan; dan
d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

37. Tempat tanggal pengundangan peraturan daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah
penandatanganan pengesahan atau penetapan).

':pala SKPD secara mutatls mutandls-

b “



38. Nama jabatan dan nama. pejabat ditulis dengan huruf kapltal Pada akhir nama jabatan
diberi; tanda bacakoma..: .. ., :

Hi Contoh . TTETTITS - 7T - . - e . e sk P e s
Dlundangkan d1 Weda
Pada tanggal 21 April 2015

AU LD

&

KA UPATEN HA MAHERA ’I‘ENGAH -
tanda tangan

NAMA

39. Peraturan Daerah sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan otentifikast,
yang memuat:

a. nama jabatan yang berwenang mengotentifikasi;
b. tanda tangan; dan
c. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

40. Rumusan otentifikasi, berbunyi: Salinan sesuai dengan aslinya, diletakkan di tengah
..~ marjindi bawah penandatanganan pengesahan dan pengundangan)..

© It o] AL Nama jabatan® dan nama pe_]abat dltuhs denoan .huruf kapital. Pada akhir nama Jabatan -

"~ Contoh
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH,

tanda tangan

41. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani
rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati,
maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan
yang berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

42. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah beserta tahun dan nomor dari lembaran daerah tersebut.

43. Penulisan frase Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ditulis seluruhnya
dengan huruf kapital
Contoh :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN.....NOMOR......

E. PENJELASAN
44. Peraturan daerah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.



45 Penjelasan berfungsi sébagai tafsifan resmi pémbentuk .peraturan daerah atas norma

<.~ .l - tertentu-dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau

R " jabaran Tebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian,

. penjelasan jsebagai. sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh
-mengakxbatkan tet]admya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

d v.nru akan)sebagal dasar hukum untuk membuat peraturan Ieblh

7. Dala{m pén_]e asan dl indari rumusan yang lsmya memuat perubahan terselubung
terhadap ketentuan peraturan daerah.
48. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan
A daerah yang bersangkutan.
49. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan daerah yang bersangkutan,
“Contoh: :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH
NOMOR......... TAHUN............
o . _TENTANG
50, Penjélasar; peraturan daerah memuat penjelasan mjnum dan pqn_;elasan pasal dcm,l pasal

Romaw1 ‘dardi lls seluruhnya dengan ‘huruf kapital.
Contoh:

L. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

52. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran,

maksud dan tujuan penyusunan peraturan daerah yang telah tercantum secara singkat
dalam butir konsiderans, serta azas — azas , tujuan, atau pokok - pokok yang
terkandung dalam batang tubuh peraturan daerah.

53. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka, jika hal ini lebih
memberikan kejeiasan.

Contoh :
1. UMUM
Dasar Pemikiran
Pembagian Wilayah
Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
Daerah Otonom
Wilayah Administratif
Pengawasan

54. Jlka dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan daerah lain atau dokumen
lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

55. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam
ketentuan umum.



- 56¢ Pada -pasal ‘atau- ayat-yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase Cukup jelas yang
~--diakhiri dengan:tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi. pasal
| tidak dlgabungkan ‘walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan

penjelasan .

; : /'d‘Pasal}Q)Cuk‘ﬁp vidal n:ba_n dei iz vgan

JeIas Seharusnya :

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal §

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

57. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal,
yang bersangkutan cukup diberi penjetasan Cukup jelas., tanpa merinci masing-
masing ayat atau butir.

58. a. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir
. tersebut. memerlukan pen_lelasan setlap ayat atau butlr pcrlu dlcantumkan dan
o q1lengkap1 dengan pen_]elasan yang sesuai.” - LI, 7. -

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam hal pemberian perizinan.

Ayat (3)

Milin ialac
SUingelan,

Ayat (4)
Cukup jelas.

b. Jika suatu istilah kata/frase dalam suatu pasal atau avat yang memerlukan penjelasan,
gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kata/frase tersebut.

Contoh ;

Pasal 25

Ayat(1)

Yang dmaksud dengan "persidangan yang berikut" adaiah masa persidangan DPRD
yang hanya diantarai satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



F LAMPIRAN (]Ika dlperlukan) _ ' T =

59 Dalam hal'peratiran daerali memerlukan lampiran, hal tersebut harus dmyatakan dalam
batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak
terplsahkan dari peraturan daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus
nama dan tanda tangan pe_]abat yang mengesahkan/menetapkan peraturan .

G. PERDA PENCABUTAN

60. Jika ada peraturan daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan
daerah baru, peraturan daerah vang baru harus secara tegas mencabut peraturan daerah
yang tidak diperlukan itu.

61. Peraturan dacrah hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah.

62. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

63. Pencabutan melalui peraturan daerah dilakukan jika peraturan daerah tersebut
dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan
daerah yang dicabut itu.

64. Jika peraturan daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah
+; diberlakukan, péncabutan “peraturan daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal
" datam‘ ketentuan -pénitup dari” pératuran - daerah yang baru, dengan menggunakan__

dan dmyatakan tidak berlaku. :

65. Pencabutan peraturan daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan,’ tetapl belum
mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan
rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

60. Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri,
peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab,
yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah
yang sudah diundangkan tetapt belum mulai berlaku.

b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunva peraturan daerah
pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal ]

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor..... Tahun....tentang (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun Nomor (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah Nomor...} dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangpal diundangkan.

67. Pencabutan peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam peraturan daerah lain
yang terkait, tidak mengubah peraturan daerah lain yang terkait tersebut, kecuali
ditentukan lain secara tegas.

68. Peraturan daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali,
meskipun peraturan daerah yang mencabut di kemudian harus dicabut pula.

H. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
69. Perubahan peraturan daerah dilakukan dengan:
a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan daerah; atau



b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan daerah.
< n1:71::769. Perubahan; ;peraturan daerah dapat dilakukan terhadap:
V ~seluruh-atau scbaglan -buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atan ayat; atau
o b kata, 1st11ah kahmat angka, dan/atau tanda baca.

a. Pasal T memuat judul peraturan daerah yang diubah, dengan menyebutkan
Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan (jika ada) Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang diletakkan di antara tanda
baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan
Iebih dan satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab
(1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor... Tahun tentang (I.embaran Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun Nomor , (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah Nomor...) diubah sebagai beriknt:

1 Ketcntuan Pasal 6 dlubah sehmgga berbunyl scbagal bcnkut , '
' X mgga berbunyl sebagal berikut= v s oave s

b. Jika peraturan daerah telah diubah Iebih dari satu kali, pasal I memuat, selain
mengikuti ketentuan padalslomor huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan
daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun ..... Nomor .....(jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah Nomor .... Yang diletakkan diantara tanda baca kurung dan dirinci dengan
huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, ¢ dan seterusnya).

Contoh:

a1 T
1 asal L

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor..... Tahun ....(Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Nomor, (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Haimahera Tengah Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan
Undangundang:
a. Nomor ... Tahun ....(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun
...Nomor , .... (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah Nomor...);
b. Nomor ... Tahun ....(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun
....Nomor. ...., (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah Nomor...);
¢. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun
Nomor... (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
Nomor...});
d. Pasal Il memuat ketentvan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal I
juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan daerah perubahan, yang
maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan daerah yang diubah.



LAMPIRANIL-=. .. oz
pHs BENTUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

s-fr_:_i%-.-; : BUPATI HALMAHERA TENGAH
< ‘ PROVINSI MALUKU UTARA.

............................................................................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang a. bahwa........, ;
b.  bahwa........ ;
c.  dan seterusnya............... ;
Mengingat 1. ;
2. :
"3

Dengan Persctujuan Bersama _
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(dan seterusnya)

BABII

Pasal 2
(dan seterusnya)

BAB III
Pasal 3

(dan seterusnya)



_~PReraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
i ;A;gar setlap Orang mengetahumya ~memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

R
H

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal 201 6

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

tanda tangan

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di : Weda
Pada tanggal :....... yererasnnensensens 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAL],

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tanda tangan

M.BASRI HAMAYA




w]L - - BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

tE. LESTIID 0T BUPATI HALMAMERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

“FENTANG -

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR.. TAHUN... TENTANG
....... (Untuk perubahan pertama)
. Atau _ .
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA

TENGAH NOMOR..... TAHUN.... TENTANG UNTUK PERUBAHAN KEDUA
< -dan seterusnya

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

~Menimbang bahwa......... : _
bahwa......... ; ..
- - dan seterusnya............... ;

a
b
. . - c
Mengingat J-E PO ;
2
3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG
PERUBAHAN  ATAS PERATURAN DAERAH  KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR....TAHUN... TENTANG.......

Pasal 1

Beberapa  ketentvan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Halmahera  Tengah
Nomor.....Tahun.....(Lembaran Daerah Xabupaten Halmahera Tengah Nomor.....Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor.....), diubah sebagai berikut :



. if1r Ketentuan Pasal-(bunyi-rumusan-tergantung keperluan), dst....

Pasal 2

Lema (dan seteiusnya)

Erataran-Dacrah ifii mulai-berlaku fiéﬁé tanggal Hiﬁﬁﬂanglk’ar’l.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal :......,........ 2016

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

tanda tangan

M. AL YASIN AL

gkandi -t Wedair o
Pada tanggal :.......,cccceieinnennn 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,
tanda tangan
BASRI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN ... NOMOR ...
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Tanda tangan

M.BASRI HAMAYA




HE:BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH:PENCABUTAN

- BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
'NOMOR 220 ! o

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR...TAHUN....
TENTANG

------------------------------------

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang bahwa.........;

| Mengingat . .-

wIN = e o (e
t
t
|
{
1

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH NOMOR... TAHUN... TENTANG.......

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor..... Tahun......(Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah Nomor....Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah Nomor.....), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

'11“;} !



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatangya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

;,A SRS -5 ) u S . . —:.- - Dltetapkan dl weda
Pada tanggal :........ 2016

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M.AL YASIN ALI

Diundangkan di : Weda
Pada tanggal :........ 2016

TSERRETARISDAERAH © T . U T
WP‘A”TEN _WHERA TENGAH,” 7 -

BASRI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 01



BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR ....... TAHUN .........
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH
Menimbang:> £ -~ < a. bahwa.i...; ' Co -
Faam L E _.—_:;A“:‘u'};_;z;*_.a‘-i_":v._z.‘_‘;\_ . .-bs . bahwa......... ; - ’
PR SIE I S c.  danseterusnya............. oo
Mengingat | ;
2. e :
3 dan seterusnya ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
TENTANG
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;:

BABII
Bagian Pertama

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

1
1
|
i
!




S BAB ...
' KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) |

G e BABL o S g B
-“KETENTUANPENUTUP ~ -
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal : ........ yerererecesnacas 2015

: A " BUPATI.HALMAHERA TENGAH -7
- _(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) = = ~_

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BASRI AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN....NOMOR......
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

BASRTHAMAYA
NIP




Il. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

e R e ;I‘ENTANG .-

.....................................

BUPATI HALMAHERA TENGAH
Menimbang a.  bahwa......... ;
b. - bahwa......... ;
C. dan seterusnya............... :
Mengingat | F OO ;
2. e ;
3.  dan seterusnya ;
Memperhatikan Lo e ;
2 e e rr e aas ;
3..- dari seterusnya...; (jika dipérlu_k_an)' - B
MENETAPKAN : '
KESATU Ceeerreieeerereesssae st ae s s ena st e enaans ;
KEDUA Ceeetesacressassssrasesennnrererannetara e s rrans :
KETIGA Ceeereerreereraesnassseeststasas et s s e sseenanens ;
KEEMPAT Ceteererrseeeesnaetarasnse st s e se s s s ennsan s ;
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal :....peveeiiiniiinen. 2015

BUPATI HALMAHERA TENGAH

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP



I 7 'PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA

: PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
"DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
wawit T INOMOR ... TAHUN....
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahWa........ccccrvirccnnrreeseeseeennn. ;
b. bahWa.....corenreecrrrie e :
C. dan SElerUSnYa.....cerveeereeeeinerrnnrs

Mengingat : 1, ..cvevreneene SRRSO SRR ;

EEL T Ty L T g P P PP Y - : :

3. dan seterﬁsnya ............................. ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) DAN
BUPATYWALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul
Peraturan Bersama).

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BABII
Bagian Pertama

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...



.- BAB ...
"KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB.
‘ KETENTUAN PENUTUP
: . ... Pasal.i .. .

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota....(Nama Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah
Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal
BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota) BUPATI/WALIKOTA..., (Nama
Kab/Kota)
. (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) - . Diundangkan di -.......... -
e . " ..~ - Pada tanggal .
" “Diondangkan di ... T T )
" Padatanggal ...’ " ‘ SEKRETARIS DAERAH -
KAB/KOTA ..., (Nama Kab/Kota)
SEKRETARIS DAERAH
KAB/KOTA ..., (Nama Kab/Kota) (Nama)

(Nama)



LAMPIRAN V

I.  BENTUK PERATURAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

w . 4h. . e PROVINSEIMALZUKU UTARA. -
PERATURAN DPRD-KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR........ TAHUN..........

....................................................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Menimbang a. | bahwa......... ;
b. | bahwa......... ;
c. | dan seterusnya............... ;
Mengingat | S ;
2. | erccveceeeninn ;
j 3. | dan seterusnya y ]

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG.........

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BABII
Pasal 2

BAB III

Pasal 3
{(dan seterusnya)

Peraturan DPRD ini mulati berlaku pad . tanggal diundangkan.
Apgar setiap orang mengetahuinya, memerintabhkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di: Weda
Pada tanggal: ..........,.................2015



tovive o =ov - KETUA/WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

1
tanda tangan
R . : HEA IR Jilh i .!- LA . -
;'. ;‘l:"" : ;5"""’- . '3:_":‘:' '.".I‘“"::k“ '—-"——-.’ oo mar. - Vet i "':‘T—. A f“*-_".._—{'!"-_——';*"_.': £ Gz ";:
LT A Sade s i T T EERLLAFA D ILIFID T, T LIt £l T NAMA e - M

Diundangkan di : Weda
Pada tanggal : ......... yessestenresresnarnaes 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN .NOMOR...

) _Salman sesuai dengan aslmya _ oo rea =
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TTD

NAMA
NIP



II. ..-BENTUK ;KEPUTU SAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA:-TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

A ERd o

Menimbang
b bahwa......... ;
c dan seterusnya.........cou.n. ;
Mengingat 1 .;
2. s ;
3 dan seterusnya ;
Memperhatikan L e ;
2. e ;
- 3. . dan seterusnya...; (Jika diperlukar) o .
KESATU Teeeeeeiteseseesseresssssssssserereeeeearaieaarann ;
KEDUA Lheerereetreeerseanarreseaaanreresrassanareerin :
KETIGA Leetreressetiaseessmeeeesrersseaeenesanreesaanen :
KEEMPAT Teetiertrteseeernseerenereassnesenreenssresnnnn ;
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal :....... yeneeeneasenenn 2015

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TTD

NAMA
NIpP




1L - BENTUK KEPUTUSAN PIMPINAN-DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
) . NOMOR ... TAHUN ...

.1 . 2. TENTANG . -

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Menimbang a. bahwa.........;
b.  bahwa......... ;
¢.  danseterusnya............... ;
Mengingat “ 1. -
2. i ;
3.  dansecicrusnya ;
Memperhatikan Lo e ;
2 sttt et :
3.  dan seterusnya...; (Jika diperlukan)
KESATU eearert et s e se s ;
KEDUA Teere et nrer et et e sene e ceeaateeat ;
KETIGA Tt eeeeeaa et sann et et et et a e raene ;
KEEMPAT e eetrer et ea e s sanareee et et anenareenen ;

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal :.......,ceeneeennn 2015

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TTD
NAMA
NIP



TENGAH

Menimbang

Mengingat

- Memperhatikan -

MENETAPKAN :

KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

f

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TID
NAMA
NIP

i+ V.. BENTUK KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN .DPRD KABUPATEN HALMAHERA

PROVINSI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN .. i

DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

" NOMOR .. TAHUR:.. .
TENTANG

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

a. bahwa.........;

b.  bahwa......... ;

¢.  dan seterusnya............... :

) U ;

2. v ;

3.  dan seterusnya ;

L. e eeeenees -y -

3.  danseterusnya...; (Jika diperlukan) . . cie s i -
MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal : ....... gomsasssensennn 2015

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



- LAMPIRAN Il PERATURAN DAERAH
 RABUPATEN HALMAHERA TENGAH
. NOMOR™ : 12 TAHUN2014
©~ " TANGGAL : 24 DESEMBER 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS]
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
-KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
IR
SUB BAGIAN
| | ProcRaMm, DATA
DAN PELAPORAN
KELOMPOK SUB BAGIAN
JIABATAN UMUM
FUNGSIONAL _ i DAN KEPEGAWAIAN
- - s L - s -'SUB BAGIAN - -
- o A A = EEE FREUANGAN
| 1 ]
BIDANG BIDANG BIDANG
AMDAL DAN PENGENDALIAN, PENCEMARAN, PENAATAN DAN
KOMUNIKAS| LINGKUNGAN NERUSAKAN LINGHUNGAN DAN TATA LINGKUNGAN
PENGELOLAAN LIMBAH
'_ SIIR RNMANG l S1IB BIDANG SUB BIDANG
i PENCEMARAN DAN | |
AMDAL KERUSAKAN PENAATAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
| KOMUNIKASILINGKUNGAN | | PENGELOLAAN LIMBAH | TATA LNGKUNGAN
UPTD |

BUPAT]I HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI



